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Abstrak

Sistem perdagangan yang sedang berkembang di dunia saat ini adalah E-banking, yaitu sistem perdagangan
secara elektronik (E-Commerce) yang telah mengubah interaksi antara nasabah dengan bank dari interaksi
langsung menjadi interaksi tidak langsung. Salah satu penerapan E-banking yang telah dimanfaatkan oleh
masyarakat luas adalah transaksi pengambilan atau transfer dana lewat Automatic Teller Machine (ATM).

Kemudahan pembayaran ini di satu sisi menguntungkan bagi nasabah bank karena pembayaran dapat dilaku-
kan dengan praktis dan cepat, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan masalah hukum. Banyaknya kasus-
kasus pembobolan ATM dengan berbagai modus operandi akan menimbulkan kerugian yang diderita oleh
nasabah bank pengguna transaksi E-banking melalui ATM.

Hasil penelitian menunjukan bahwa banyak peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap
nasabah pengguna transaksi E-banking melalui ATM, seperti UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU
Perlindungan Konsumen, UU Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun beberapa Peraturan Bank Indonesia
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Sedangkan bagi nasabah pengguna transaksi
E-banking melalui ATM yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum baik melalui jalur di luar pengadilan
maupun jalur pengadilan. Jalur di luar pengadilan dapat melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Sedangkan
jalur pengadilan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dengan alas hak wanprestasi ataupun perbuatan
melawan hukum.

Kata kunci: Automatic Teller Machine (ATM), E-banking, Upaya Hukum

Dalam perekonomian yang modern lalu lintas per-
tukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepat-
nya sehingga memerlukan dukungan tersedianya
sistem pembayaran yang handal yang memung-
kinkan dilakukannya pembayaran secara lebih ce-
pat, efisien, dan aman. Sistem Pembayaran meru-
pakan suatu sistem yang mencakup pengaturan,
kesepakatan, kontrak/perjanjian, fasilitas opera-
sional, mekanisme teknis, standar dan prosedur
yang membentuk suatu kerangka yang digunakan
untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan

instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban
pembayaran melalui pertukaran suatu nilai eko-
nomis (uang) antar pihak-pihak (perorangan, bank,
lembaga lainnya) baik domestik maupun crossborder
dengan menggunakan instrumen pembayaran
(Widjanarto, 2003). Secara umum, sistem pemba-
yaran terdiri atas beberapa komponen berupa ke-
bijakan, instrumen/alat pembayaran, mekanisme
kliring dan settlement, kelembagaan, infrastruktur
pendukung dan perangkat hukum. Beberapa con-
toh alat/instrumen pembayaran yang selama ini
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telah kita kenal adalah uang, kartu debit, kartu
kredit, traveller’s cheque, serta alat pembayaran elek-
tronik seperti internet banking, RTGS, transfer kre-
dit melalui kliring dan sebagainya.

Dari salah satu sistem perdagangan yang se-
dang berkembang di dunia perbankan saat ini ada-
lah E-Banking. E-Banking adalah sistem perda-
gangan secara elektronik (E-Commerce) yang telah
mengubah interaksi antara nasabah dan bank dari
interaksi langsung menjadi interaksi secara tidak
langsung. Dari segi ekonomi sendiri barangkali ke-
munculan E-Banking telah meningkatkan efisiensi
sekaligus telah memberikan keuntungan terhadap
sektor perbankan. Menurut Kotler (2005) E-Bank-
ing sendiri merupakan bagian dari bisnis elektronik
yang umum untuk para pembeli dan penjual de-
ngan mencapai, berkomunikasi, dan bertransaksi
secara potensial satu sama lain. Pertumbuhan E-
Banking tampaknya telah memberikan keleluasaan
perbankan dalam memacu pertumbuhan dan per-
kembangannya. Perbankan bisa mengembangkan
pasarnya yang semula dibatasi dengan ruang dan
waktu. Kegiatan transaksi konvensional, seperti
penarikan uang tunai bisa dilakukan tanpa dibatasi
ruang dan waktu. Kemudahan pengembangan la-
yanan nasabah juga dimungkinkan dengan pene-
rapan E-Banking ini (E-Bizz Asia, 2006). Salah satu
penerapan E-Banking yang akhir-akhir ini telah di-
manfaatkan oleh masyarakat luas adalah transak-
si pengambilan atau transfer (pemindahbukuan)
dana lewat mesin automatic teller machine atau au-
tomatic transaction money atau Anjungan Tunai Man-
diri (ATM). ATM merupakan sebuah alat elek-
tronik yang mengijinkan nasabah bank untuk me-
ngambil uang dan mengecek rekening tabungan
mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller ma-
nusia. Banyak ATM juga mengijinkan penyimpa-
nan uang atau cek, dan transfer uang.

Namun, sarana yang mempermudah tran-
saksi tersebut tidak menutup kemungkinan me-
nimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, tran-
saksi melalui ATM perlu dikaji dari aspek hukum

untuk mencegah terjadinya resiko kerugian di sa-
lah satu pihak yang bertransaksi. Perangkat hukum
dalam transaksi bisnis diharapkan dapat melin-
dungi hak-hak para pihak sekaligus menjadi prob-
lem solving apabila terjadi sengketa di kemudian
hari (Simanjuntak, 2007). Dalam prakteknya, tran-
saksi pengambilan dana lewat ATM ternyata se-
ring dikeluhkan oleh nasabah bank. Bahkan disin-
yalir oknum bank yang tahu detail sistem Anjungan
Tunai Mandiri (ATM) berpotensi melakukan mo-
dus kejahatan pendebetan rekening tanpa adanya
uang keluar. Sinyalemen bernada tudingan ini di-
lansir sejumlah lembaga swadaya masyarakat, se-
bagai respons atas banyak keluhan masyarakat. Su-
dah cukup banyak orang yang dirugikan oleh mo-
del kejahatan seperti ini, tetapi sedikit sekali yang
bisa diselesaikan, karena bank bersikap minimalis
ketika harus mempertanggungjawabkan kerugian
nasabah. Khusus mengenai fasilitas ATM sendiri
masih ada kelemahan sistem yang dirasakan sela-
ma ini. Paling mencolok adalah fakta bahwa keja-
hatan mendebet rekening tanpa uang keluar di
ATM belum disentuh hukum. Kasus yang merugi-
kan nasabah bukan hanya terjadi di bank kecil, na-
mun juga pada bank-bank besar. Di Pematang Sian-
tar, Sumatera Utara, tabungan nasabah di sebuah
bank pemerintah tiba-tiba berkurang Rp 30 juta.
Tabungan nasabah yang semula Rp 35.275.068, ha-
nya tersaldo Rp 5.275.068. Kasus lain menerpa na-
sabah lain yang tinggal di kawasan Kelapa Gading,
Jakarta Utara. Nasabah tersebut menyetor lewat
mesin setor tunai (CDM) sejumlah Rp 2,5 juta. Se-
toran itu dinyatakan masuk ke dalam rekening saat
dicek lewat ATM. Namun, begitu dicetak pada bu-
ku tabungan keesokan harinya, saldo tak bertam-
bah, padahal tidak pernah terjadi mutasi dana. Se-
perti biasa, jawaban pihak bank tidak memuaskan
dan memberi tenggat waktu lama untuk menyele-
saikannya. Di Tangerang, nasabah bank besar yang
mengalami hal aneh. Nasabah tersebut mengambil
uang di ATM di SPBU daerah Grogol sebesar
Rp.1.000.000. Namun uang tidak keluar tapi saldo
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terdebet. Lucunya, setelah dikomplain, transaksi
dinyatakan sah, dan pihak bank menyatakan saldo
itu terdebet pada ATM di Tom Square. Seperti bia-
sa, pihak bank tanpa mau repot menyatakan tran-
sansaksi sah. (Kompas, 2008). Kekecewaan nasabah
lain terjadi pada Rabu, 4 April 2007. Ketika itu si
nasabah bermaksud mengambil uang di ATM
bank yang sama di Kertajaya sebesar Rp 1.500.000,
tetapi ternyata uang yang keluar dari mesin ATM
hanya Rp 1.350.000 (kurang Rp 150.000). Anehnya,
uang yang dikeluarkan ATM dalam kondisi terli-
pat-lipat. Ketika kasus ini dilaporkan ke pihak
bank, staf bank mengatakan tidak ada kelebihan
uang di ATM sebesar Rp 150.000. Pihak bank mem-
perkirakan ada pelanggan lain yang mengambil
uang si nasabah yang kebetulan memakai ATM se-
sudah si nasabah (Jawa Pos, 2007). Uraian kasus
di atas merupakan gambaran dari sekian banyak
kasus yang mungkin pernah dialami oleh nasabah
bank dalam bertransaksi lewat ATM. Umumnya,
pihak nasabah berada dalam kedudukan hukum
yang lemah, sehingga nasabah mengalami keru-
gian. Padahal, setiap transaksi bisnis diharapkan
selalu menguntungkan para pihak. Adanya pihak
yang dirugikan tentu bisa karena faktor kesalahan
dari pihak lainnya, kecuali karena faktor force ma-
jeure. Tetapi, kerugian itu bisa juga karena kesala-
han sendiri. Dalam transaksi lewat ATM yang ti-
ba-tiba rusak umumnya pihak bank cenderung ti-
dak mau dipersalahkan dengan reasoning yang se-
cara hukum masih bisa diperdebatkan. Kelemahan
nasabah terletak pada proses pembuktian. Nasa-
bah tidak paham mengenai apa sebenarnya yang
terjadi di saat ATM mengalami kerusakan secara
tiba-tiba. Nasabah hanya mengandalkan keperca-
yaan atas sarana transaksi yang disediakan oleh
bank yang bersangkutan.

Berdasarkan paparan pendahuluan sebelum-
nya, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk
mengetahui perlindungan hukum terhadap nasa-
bah yang bertransaksi melalui Automatic Teller Ma-
chine (ATM); (2) untuk mengetahui upaya penye-

lesaian jika terjadi transaksi melalui ATM yang me-
rugikan nasabah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pe-
nelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu pe-
nelitian yang akan mengkaji bagaimana peraturan
perundang-undangan diterapkan dalam masyara-
kat yang diaturnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini, yaitu data primer. Data primer diperoleh me-
lalui penelitian langsung di lapangan dalam hal ini
di bank BNI Capem Unmer Malang, yang berupa
upaya penyelesaian yang dilakukan oleh nasabah
yang dirugikan ketika bertransaksi melalui ATM.
Data sekunder juga digunakan sebagai data pen-
dukung, yaitu berbagai peraturan perundang-un-
dangan yang mengatur tentang perlindungan na-
sabah yang bertransaksi melalui ATM, Peraturan
Bank Indonesia, dokumen perjanjian antara BNI
dengan Merchant, dan buku-buku literatur. Kedua
data tersebut dikumpulkan dengan cara wawan-
cara dan studi kepustakaan.

HASIL

Kasus yang terjadi dalam penelitian ini dia-
lami sendiri oleh peneliti. Peneliti merupakan na-
sabah bank BNI dan sebagai cardholder atau peme-
gang kartu ATM. Pada tahun 2009 cardholder mela-
kukan transaksi pembelian barang di suatu mall.
Pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai
melainkan dengan menggunakan ATM. Jadi dalam
hal ini ATM merupakan kartu debit, yaitu kartu
plastik yang dapat digunakan sebagai alat pemba-
yaran transaksi, dimana dananya merupakan milik
pemegang kartu sendiri.

Pada saat itu sudah terjadi settlement, yaitu
proses penyelesaian transaksi oleh merchant dengan
pihak bank melalui EDC (alat yang dipergunakan
untuk transaksi kartu yang terhubung secara on
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line dengan sistem jaringan bank) agar merchant
terbayar dan cardholder tertagih. Karena terjadi ke-
salahan yang dilakukan oleh pegawai merchant da-
lam mengetik jumlah pembayaran, maka transak-
si kartu yang sudah disettle akhirnya dibatalkan.
Kemudian cardholder diberi credit slip (nota kredit),
yaitu kertas yang disediakan oleh bank untuk digu-
nakan merchant mencatat pembatalan transaksi kar-
tu yang sudah disettle. Akhirnya karena pemba-
yaran lewat kartu sudah dibatalkan, pegawai mall
meminta pembayaran dengan uang tunai dan di-
bayar.

Pembatalan transaksi kartu yang sudah di-
settle seharusnya secara otomatis mengembalikan
dana ke rekening cardholder. Akan tetapi faktanya
tidak demikian. Beberapa bulan kemudian yaitu
setelah dilakukan penyesuaian saldo, Cardholder
baru menyadari bahwa dananya masih tetap ter-
debet meskipun sudah ada pembatalan transaksi.

Selanjutnya cardholder sambil membawa credit
slip atau nota kredit mendatangi pihak merchant
untuk menanyakan kasus tersebut. Akan tetapi pi-
hak merchant terkesan lepas tangan dan menyu-
ruh cardholder menanyakan ke bank BNI. Pihak
bank BNI setelah didatangi juga menyarankan un-
tuk menemui kembali pihak merchant. Dari sini
nampak bahwa tidak ada kejelasan mekanisme pe-
nyelesaian jika terjadi kasus pembatalan transaksi
kartu. Karena merasa dipermainkan akhirnya card-
holder mendatangi lagi pihak merchant dan meminta
agar kasus ini segera diselesaikan dan paling lama
satu minggu dana yang sudah terdebet masuk
kembali ke rekening cardholder. Jika tidak dipenuhi
maka cardholder akan menggugat lewat pengadilan
dan mengekspos kasus tersebut ke media. Upaya
ini akhirnya membawa hasil, pihak merchant meng-
hubungi cardholder dan meminta cardholder untuk
datang ke bank BNI dan menyerahkan credit slip
sebagai bukti pembatalan transaksi. Setelah me-
nunggu hampir dua minggu akhirnya dana kembali
ke rekening cardholder.

Berdasarkan Ketentuan Umum Perjanjian
Kerjasama Merchant dengan BNI angka enam Ro-
mawi tentang Transaksi, pihak merchant mempu-
nyai beberapa kewajiban antara lain: memeriksa
nominal transaksi baik sebelum maupun sesudah
di-input ke dalam mesin EDC (angka 2 butir 6).
Selain itu jika terjadi pembatalan transaksi maka
pihak merchant wajib (angka 5): Pertama, jika pem-
batalan terjadi pada hari yang sama dengan tang-
gal transaksi/ sebelum settlement, pihak merchant ha-
rus memproses “void” melalui EDC dan mengin-
formasikan pembatalan tersebut dengan menghu-
bungi pihak Otorisasi Bank. Kedua, jika pembata-
lan transaksi terjadi setelah tanggal transaksi/su-
dah dilakukan settlement, maka pihak merchant harus
meminta pembatalan transaksi secara tertulis ke-
pada pihak Bank dengan menjelaskan alasan dan
kronologisnya serta mengirimkan credit voucher dan
form pembatalan yang disediakan oleh bank.

Ada kemungkinan kewajiban-kewajiban ter-
sebut tidak dilaksanakan oleh pihak merchant se-
hingga meskipun terjadi pembatalan transaksi kar-
tu tetapi dana tidak masuk kembali ke cardholder.
Hal ini sangat merugikan cardholder sebagai kon-
sumen dari bank.

Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang
Bertransaksi Melalui ATM

Terdapat beberapa asas hukum perdata yang
perlu diperhatikan dalam mengkaji transaksi pe-
ngambilan uang melalui ATM. Pertama, asas ke-
bebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPdt). Asas ini
berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.” Asas ini memberi kebebasan
kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian
dengan siapa pun, bebas menentukan substansi
perjanjian, bebas menentukan pelaksanaan, dan
bentuk perjanjian (tertulis atau tidak tertulis).

[34]



Upaya Hukum bagi Nasabah yang Dirugikan Akibat Bertransaksi E-Banking Melalui Automatic Teller Machine (ATM)
Sunarjo

Kedua, asas kepastian hukum. Asas ini meng-
gariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus
menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh
para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-
undang. Pihak ketiga tidak boleh melakukan inter-
vensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh
para pihak. Dalam perkembangannya, asas Pacta
Sunt Servanda diberi arti pactum, yang berarti kata
sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan
tindakan formalitas lainnya.

Dalam transaksi pengambilan uang di ATM,
para pihak ialah nasabah di satu pihak dan bank
di pihak yang lain. Dengan demikian, penentuan
subjek dalam transaksi di mesin ATM tidaklah su-
lit. Persoalan baru timbul di saat transaksi berlang-
sung salah satu pihak tidak hadir atau tidak eksis.
Transaksi hanya dilakukan sendiri oleh si nasabah
tanpa disaksikan atau diketahui oleh pihak bank
(tanpa adanya tawar menawar). Berapa dana yang
diambil dan kapan transaksi dilakukan oleh nasa-
bah semata-mata diputuskan sendiri oleh nasabah
sendiri. Hanya saja, ketika nasabah memutuskan
untuk bertransaksi di mesin ATM maka nasabah
tersebut otomatis harus tunduk pada ketentuan
baku dari pihak bank yang tertera dalam alur-alur
atau prosedur yang ditampilkan di layar ATM.
Transaksi tanpa didahului dengan proses tawar
menawar dalam dunia bisnis dikenal dengan accep-
tance theory (teori penerimaan), atau dalam literatur
Belanda disebut ontvangst theorie. Artinya, kapan
perjanjian (transaksi) terjadi dan mengikat para pi-
hak tidak diatur dalam undang-undang. KUH Per-
data hanya mengatur mengenai “persetujuan ke-
hendak” antara para pihak (Pasal 1320).

Menurut teori penerimaan, saat terjadi per-
janjian tergantung pada kondisi konkrit yang di-
buktikan oleh perbuatan nyata (menerima) atau
dokumen perbuatan hukum (bukti menerima). Me-
lalui perbuatan nyata itu dapat diketahui peristiwa
adanya transaksi (perjanjian), yaitu tempat, hari
dan tanggal, dan dokumen yang timbul. Salah satu
pihak (nasabah) dianggap sungguh-sungguh me-

nerima setelah ada tindakan nyata, yaitu mema-
sukkan kartu ATM ke mesin ATM dan menekan
tombol perintah transaksi serta keluarnya nota
transaksi dari mesin. Namun tidak semua mesin
ATM menyediakan nota transaksi, cukup mengan-
dalkan data dalam tampilan layar ATM. Kelema-
han acceptance theory ialah nasabah mau tidak mau
harus menerima segala konsekuensi yuridis yang
tertera dalam kesepakatan walaupun nasabah sen-
diri tidak memahami isi ketentuan baku dari bank.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Un-
dang Perbankan dapat diketahui bahwa hubungan
bank dengan nasabah penyimpan didasarkan pada
perjanjian yang disebut dengan perjanjian penyim-
panan dana. Perjanjian penyimpanan dana meru-
pakan dasar hukum antara bank dengan nasabah
penyimpan. Berhubung masalah perjanjian diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata), maka ketentuan KUH Perdata Bu-
ku Ketiga tentang perikatan juga berlaku bagi hu-
bungan hukum antara bank dengan nasabah pe-
nyimpan dana. Misalnya pasal 1338 ayat 1 KUH
Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya seperti
undang-undang. Mengikat berarti para pihak yang
membuat perjanjian berkewajiban untuk mentaati
dan melaksanakan perjanjian.

Dengan demikian yang bisa menjadi dasar
hukum bagi hubungan bank dengan nasabah pe-
nyimpan, yaitu perjanjian penyimpanan dana itu
sendiri, UU Perbankan dan peraturan pelaksanaan
lainnya.

Hubungan antara bank dengan nasabah pe-
nyimpan dana selain terdapat hubungan kontrak-
tual juga terdapat hubungan non kontraktual yang
sering disebut dengan asas-asas dari hubungan na-
sabah dengan bank. Asas-asas khusus tersebut an-
tara lain hubungan kerahasiaan, hubungan menja-
min simpanan nasabah, hubungan kepedulian ter-
hadap resiko nasabah, dan hubungan kepedulian
terhadap pengaduan nasabah.
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Hubungan kerahasiaan dapat dilihat dalam
pasal 40 UU Perbankan. Dalam pasal tersebut
dinyatakan: (1) Bank wajib merahasiakan kete-
rangan mengenai nasabah penyimpan dan simpa-
nannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud
dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal
44, dan pasal 44A. Ayat (2) berbunyi: Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula
bagi pihak terafiliasi. Pelanggaran terhadap kara-
hasiaan bank baik oleh anggota dewan komisaris,
direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi dian-
cam dengan pidana yang cukup berat sesuai pasal
47 ayat (2).

Hubungan menjamin simpanan nasabah di-
atur dalam pasal 37 B UU Perbankan. Pasal tersebut
menyatakan dalam ayat (1): “Setiap bank wajib
menjamin dana masyarakat yang disimpan pada
bank yang bersangkutan. Dalam ayat (2) dinyat-
akan: “Untuk menjamin simpanan masyarakat pa-
da bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di-
bentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Hubungan kepedulian terhadap resiko nasa-
bah diatur dalam UU Perbankan dan Peraturan
Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Trans-
paransi Informasi Produk Bank dan Penggunaan
Data Pribadi Nasabah. Untuk Kepentingan nasa-
bah bank wajib menyediakan informasi mengenai
kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehu-
bungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan
melalui bank. Sebagai contoh adalah bank selalu
memberikan nomor PIN dan buku petunjuk laya-
nan yang berisi informasi penting tentang peng-
gunaan kartu ATM dan resikonya. Hal ini meru-
pakan wujud pelaksanaan kewajiban bank seba-
gaimana diamanatkan oleh UU Perbankan. Menu-
rut pasal 12 PBI N07/6/PBI/2005, bank yang me-
langgar ketentuan-ketentuan dalam PBI dikena-
kan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 52 UU
Perbankan yang berupa teguran tertulis, dan pe-
langgaran itu dapat diperhitungkan dengan kom-
ponen tingkat kesehatan bank. Sedangkan jika pe-
langgaran tersebut dilakukan dengan sengaja oleh

anggota direksi dan pegawai bank maka yang ber-
sangkutan dapat diadukan oleh nasabah karena
telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi saksi
pidana berdasakan pasal 49 ayat (2) huruf b UU
Perbankan.

Fungsilembaga perbankan sebagai perantara
pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan
pihak-pihak yang memerlukan dana membawa
konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif
antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah
sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Da-
lam interaksi yang demikian intensif antara bank
dengan nasabah tersebut, bukan suatu hal yang
tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila
tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi
sengketa antara nasabah dengan bank. Dari ber-
bagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi ter-
sebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu
1) informasi yang kurang memadai mengenai ka-
rakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank;
2) pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan pro-
duk atau jasa perbankan yang masih kurang; 3)
ketimpangan hubungan antara nasabah dengan
bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana; dan
4) tidak adanya saluran yang memadai untuk mem-
fasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi an-
tara nasabah dengan bank (Hadad, 2004).

Untuk menyikapi permasalahan tersebut,
maka Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas
industri perbankan berkepentingan untuk mening-
katkan perlindungan terhadap kepentingan nasa-
bah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat
pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indone-
sia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah
sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbank-
kan Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gu-
bernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004.
API sendiri merupakan suatu cetak biru sistem per-
bankan nasional yang terdiri dari enam pilar untuk
mewujudkan visi sistem perbankan yang sehat,
kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sis-
tem keuangan dalam rangka membantu mendo-
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rong pertumbuhan ekonomi nasional. Enam pilar
dalam API adalah 1) struktur perbankan yang se-
hat; 2) sistem pengaturan yang efektif; 3) sistem
pengawasan yang independen dan efektif; 4) in-
dustri perbankan yang kuat; 5) infrastruktur yang
mencukupi; dan 6) perlindungan nasabah (Bank
Indonesia, 2005).

Jika selama ini Bank Indonesia selalu berpijak
pada UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagai-
mana diubah dengan UU No. 10/1998 dan UU No.
23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana di-
ubah dengan UU No. 3/2004 dalam pengaturan
aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah ber-
laku efektifnya UU No. 8/1999 tentang Perlin-
dungan Konsumen sejak tahun 2001 aspek penga-
turan perbankan pun harus diperluas dengan aspek
perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai
konsumen pengguna jasa bank. Apabila dilihat dari
masa berlaku efektifnya UU Perlindungan Konsu-
men yaitu tahun 2001, maka sepintas terlihat bahwa
Bank Indonesia kurang merespons pemberlakuan
undang-undang tersebut. Namun demikian hal ini
bukan berarti perlindungan dan pemberdayaan
nasabah tidak diperhatikan oleh Bank Indonesia.
Pada satu sisi, UU Perlindungan Konsumen terse-
but diberlakukan pada saat Bank Indonesia sedang
berupaya keras untuk melakukan perbaikan-per-
baikan pada sistem perbankan, termasuk didalam-
nya rekapitalisasi perbankan dan penyempurnaan
berbagai ketentuan yang menyangkut aspek kehati-
hatian.

Sementara itu pada sisi lainnya Bank Indone-
sia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak
biru sistem perbankan nasional yang salah satu as-
pek didalamnya tercakup upaya untuk melindungi
dan memberdayakan nasabah. Upaya ini kemu-
dian berlanjut dan dituangkan menjadi Pilar ke VI
dalam API yang mencakup empat aspek, yaitu me-
kanisme pengaduan nasabah, pembentukan lem-
baga mediasi independen, transparansi informasi
produk, dan edukasi nasabah. Keempat aspek ter-
sebut dituangkan kedalam empat program API,

yaitu: 1) Penyusunan standar mekanisme penga-
duan nasabah; 2) Pembentukan lembaga mediasi
perbankan independen; 3) Penyusunan standar
transparansi informasi produk; 4) Peningkatan
edukasi untuk nasabah.

Keempat program tersebut saling terkait sa-
tu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat
meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan
hak-hak nasabah. Secara ideal, implementasi pro-
gram-program di atas seharusnya dimulai dengan
memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai
kegiatan usaha dan produk-produk keuangan dan
perbankan. Edukasi ini selain untuk memperluas
wawasan masyarakat mengenai industri perban-
kan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan
taraf hidup masyarakat melalui pengenalan peren-
canaan keuangan. Langkah selanjutnya setelah edu-
kasi adalah dilaksanakannya transparansi menge-
nai karakteristik produk-produk keuangan dan
perbankan. Transparansi ini penting dilakukan
agar masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi
nasabah (calon nasabah) bank mendapatkan infor-
masi yang cukup memadai mengenai manfaat, re-
siko, dan biaya-biaya yang terkait dengan suatu
proses untuk memanfaatkan produk tersebut su-
dah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai
dengan kebutuhan calon nasabah.

Tidak kalah pentingnya dalam upaya pening-
katan dan pemberdayaan nasabah ini adalah ke-
beradaan infrastruktur di bank untuk menangani
dan menyelesaikan berbagai keluhan dan penga-
duan nasabah. Dalam hal ini, bank harus merespons
setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan na-
sabah, khususnya yang terkait dengan transaksi
keuangan yang dilakukan nasabah melalui bank
tersebut. Untuk menghindari berlarut-larutnya pe-
nanganan pengaduan nasabah, diperlukan standar
waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap
bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan na-
sabah. Standar waktu ini harus ditentukan sede-
mikian rupa sehingga dapat dipenuhi dengan baik
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oleh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa
pengaduan tidak ditangani dengan semestinya
oleh bank.

Apabila nasabah tidak puas dengan hasil pe-
nyelesaian pengaduan yang dilakukan bank, maka
perlu pula disediakan media yang dapat menam-
pung penyelesaian sengketa antara nasabah dengan
bank. Mengingat sebagian besar nasabah bank
adalah nasabah kecil, maka media penyelesaian
sengketa nasabah dengan bank haruslah dapat me-
menuhi unsur sederhana, murah, dan cepat. Se-
derhana dalam arti proses penyelesaian sengketa
dilaksanakan tanpa melalui proses yang berkepan-
jangan, murah dalam arti tidak menimbulkan be-
ban tambahan yang memberatkan nasabah, dan
cepat dalam arti penyelesaian sengketa dilaksana-
kan dalam jangka waktu relatif singkat.

Walaupun secara ideal program-program
perlindungan dan pemberdayaan nasabah seha-
rusnya dimulai dengan edukasi kepada masyara-
kat, Bank Indonesia merasa perlu untuk mem-
prioritaskan program-program lainnya terlebih
dahulu, yaitu penanganan pengaduan nasabah,
transparansi informasi produk perbankan, dan
pembentukan lembaga mediasi perbankan inde-
penden. Prioritas pada program-program terten-
tu ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan un-
tuk segera memberikan perlindungan kepada na-
sabah bank terkait dengan cukup maraknya penga-
duan-pengaduan nasabah yang dimuat dalam ber-
bagai media massa.

Upaya Penyelesaian jika Terjadi Transaksi
Melalui ATM yang Merugikan Nasabah

Tidak setiap nasabah pengguna E-banking
melalui ATM yang mengalami kerugian dapat
mengajukan suatu tuntutan maupun meminta per-
tanggungjawaban dari bank atau pihak ketiga. Ha-
rus dilihat terlebih dahulu, kesalahan yang menim-
bulkan kerugian tersebut dilakukan oleh siapa.

Apabila kerugian materiil yang diderita na-
sabah bank pengguna E-banking melalui ATM di-
akibatkan oleh kesalahan dari nasabah bank sen-
diri, maka nasabah bank tidak dapat menuntut pi-
hak bank karena pihak bank tidak bersalah dan
tidak melakukan wanprestasi kepada nasabah
bank pengguna E-banking. Sebaliknya jika kerugian
materiil yang diderita nasabah pengguna E-bank-
ing melalui ATM disebabkan oleh kesalahan dari
pihak bank, maka pihak bank harus memenubhi tun-
tutan nasabah bank serta bertanggung jawab mem-
berikan ganti kerugian sesuai kerugian yang di-
derita nasabah bank tersebut.

Jika kerugian materiil yang diderita nasabah
pengguna E-banking melalui ATM disebabkan ka-
rena perbuatan pihak ketiga, maka pihak ketiga
yang bersalah tersebut harus memenuhi tuntutan
serta bertanggungjawab kepada nasabah bank atas
dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana di-
atur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Penyelesaian sengketa antara nasabah bank
sebagai konsumen dengan bank dapat didasarkan
pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Khususnya diatur dalam
Bab X yang terdiri dari empat pasal yaitu pasal 45,
47, 48 dan pasal 49.

Bentuk penyelesaian sengketa menurut pasal
45 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen
dapat di tempuh melalui dua cara yaitu: (1) Pera-
dilan atau Litigasi dan (2) di luar peradilan atau
non litigasi. Proses pilihan penyelesaian sengketa
ini tergantung pada kesepakatan para pihak yang
bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur penga-
dilan atau litigasi diatur dalam pasal 48 Undang-
undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan
bahwa: “Penyeleseian sengketa konsumen melalui
pengadilan mengacu pada ketentuan tentang pe-
ngadilan umum yang berlaku dengan memperha-
tikan ketentuan dalam pasal 45”.

Namun penyelesaian tersebut tidak menun-
tut kemungkinan dilakukanya penyelesaian secara
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damai oleh para pihak yang bersengketa. Bentuk-
bentuk penyelesaian sengketa konsumen secara
damai antara lain negoisasi dan mediasi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute
Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai
cara, yaitu arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial,
summary jury trial, settlement conference serta bentuk
lainnya. Dari berbagai cara tersebut, Undang-Un-
dang Perlindungan Konsumen hanya memperke-
nalkan tiga cara, yaitu arbitrase, konsiliasi, dan me-
diasi yang merupakan bentuk atau cara penyele-
saian sengketa yang dibebankan menjadi tugas
BPSK.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasa-
bah yang bertransaksi melalui ATM mendapatkan
perlindungan dengan baik tidak hanya dalam un-
dang-undang tetapijuga dalam Peraturan Bank In-
donesia. Peraturan-peraturan tersebut, yaitu Un-
dang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Peru-
bahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ten-
tang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun
2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Un-
dang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kon-
sumen, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ten-
tang Alternatif Penyelesaian Sengketa, PBI No. 7/
6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Pro-
duk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,
PBINo.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Penga-
duan Nasabah, dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang
Mediasi Perbankan.

Upaya penyelesaian jika terjadi transaksi me-
lalui ATM yang merugikan nasabah adalah dapat
dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur di luar pe-
radilan (non litigasi) dan jalur peradilan (litigasi).
Jalur di luar peradilan meliputi mediasi, konsiliasi,
dan arbitrase yang merupakan bentuk penyelesaian
sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedang-
kan penyelesaian melalui peradilan dilakukan
dengan mengajukan gugatan dengan alas hak wan-
prestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Saran

Sebaiknya pihak bank melaksanakan dengan
baik Arsitektur Perbankan Indonesia (API) khu-
susnya pilar yang ke enam, yaitu perlindungan na-
sabah. Perlindungan nasabah tersebut dilaksana-
kan dengan empat program, yaitu penyusunan
standar mekanisme pengaduan nasabah, pemben-
tukan lembaga mediasi perbankan independen, pe-
nyusunan standar transparansi informasi produk,
dan peningkatan edukasi nasabah.

Bagi pihak ketiga seperti merchant atau tem-
pat-tempat yang menerima pembayaran dengan
menggunakan ATM sebaiknya lebih berhati-hati
dalam melakukan pendebetan, sehingga tidak ter-
jadi kekeliruan baik yang tidak disengaja maupun
yang disengaja. Apabila terjadi kesalahan dalam
hal nominal pendebetan, maka segera dilakukan
pembatalan pendebetan dan memberitahukan
pembatalan tersebut kepada bank. Selanjutnya pi-
hak bank harus segera memproses pembatalan ter-
sebut, sehingga uang nasabah pengguna ATM yang
sudah terdebet segera masuk kembali ke rekening
nasabah tanpa menunggu terlebih dulu adanya pe-
ngaduan dari nasabah.
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